TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5898 PEMERINTAH DAERAH. Pemilihan. Kepala
Daerah. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan
amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga
perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait:
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1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk
menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai
pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak
penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

3) persyaratan terkait mantan terpidanadapat maju sebagai
pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika
telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang
bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan
dengan petahana;

S5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan;

penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk

menghindari multitafsir dalam implementasinya;

pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan
maupun pelantikan dapat terjamin;

penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020dan 2024;

pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
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Walikota dilantik secara serentak oleh Presiden di ibu kota Negara
serta penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan
kebijakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan
pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya
yang paling akhir;

g. pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang
(money politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

h. pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang
diberhentikan.

Selain hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan
beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan

Pemilihan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dihapus.
Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “mantan terpidana”
adalah orang yang sudah tidak ada hubungan
baik teknis (pidana) maupun administratif dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi
manusia, kecuali mantan terpidana bandar
narkoba dan terpidana kejahatan seksual
terhadap anak.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan
tercela” antara lain judi, mabuk,
pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta
perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Hurufj
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan
negara” adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Huruf1
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.
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Huruf q
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah
penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan
penjabat Walikota mengundurkan diri untuk
mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau
Wakil Walikota.

Huruf r
Dihapus.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf bl

4

Yang dimaksud dengan “segera” yakni tidak
melampaui tahapan berikutnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 16
Cukup jelas.
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Angka 5

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Angka 6
Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Anggota PPS” adalah orang
yang diangkat, berasal, dan berdomisili di wilayah

kelurahan/desa setempat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “verifikasi dukungan calon
perseorangan” adalah penelitian mengenai keabsahan
surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda
PendudukElektronik, @ pembuktian tidak adanya
dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah
meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah
tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang
bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang
tidak mempunyai hak pilih.

Yang dimaksud dengan “rekapitulasi dukungan calon
perseorangan” adalah pembuatan rincian nama-nama
pendukung calon perseorangan berdasarkan hasil
verifikasi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota
PPS serta diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa

atau sebutan lain.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Huruf m
Dihapus.
Huruf n
Dihapus.
Huruf o
Dihapus.
Huruf p
Dihapus.
Huruf q

Cukup jelas.

Hurufr

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Hurufv

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.
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Huruf x

Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 22B
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 40

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “umlah kursi” adalah
perolehan kursi yang dihitung dari jumlah kursi Partai
Politik /gabungan Partai Politik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Angka 12
Pasal 40A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah putusan
pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasiyang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
atau Kabupaten/Kota” antara lain dengan
menggunakan sistem dan aplikasi yang Dbisa
diperbantukan atau dipinjamkan berupa peralatan dan
tenaga teknis.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 54A
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 54C

Cukup jelas.

Pasal 54D

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 58
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Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan

“pemutakhiran”
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adalah

menambahdan/atau mengurangi calon pemilih sesuai

dengankondisi nyata di

lapangan,

bukan untuk

merubahelemen data yang bersumber dari DP4.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
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Angka 21
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 61
Cukup jelas

Angka 23
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 70
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 71

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat negara” adalah yang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
Yang dimaksud dengan “pejabat daerah” adalah yang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka
Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat

pelaksana tugas.
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Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya
dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 73
Ayat (1)

Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi
lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum
peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye,
biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan
terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog,
danhadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan
kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan KPU.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “sumbangan yang bukan
dalam bentuk wuang” adalah pemberian sebagai
bantuan atau sokongan yang bersifat sukarela dalam
bentuk barang atau kegiatan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 85
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 107
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 109
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 133A
Cukup jelas.



Angka 34

Pasal 135A

Angka 35

Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan “terstruktur’adalah

kecurangan

yang dilakukan oleh aparat struktural,

baik aparat pemerintah maupun penyelenggara

Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan = “sistematis” adalah

pelanggaran yang direncanakan secara matang,

tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak

pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap

hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.
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Angka 36
Pasal 146
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 152

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Bersama”adalah
peraturan yang dibuat Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, dan Ketua BawasluRepublik Indonesia
paling sedikit memuat ketentuan mengenai tata cara
pengajuan dan penanganan laporan atau keberatan,
pola hubungan, dan tata kerja, dan penempatan
personil.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 153
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 154
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 156
Cukup jelas.
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Angka 41
Pasal 157
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 158
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 160A
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 162
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 163
Ayat (1)
Pelaksanaan serah terima
dilakukandi ibu kotaProvinsi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

jabatan
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Gubernur
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Angka 46
Pasal 164
Ayat (1)
Pelaksanaan serah terima jabatan Bupati/Walikota
dilakukandi ibu kota Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 164A
Cukup jelas.
Pasal 164B
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 165
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 166
Cukup jelas.
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Angka 50
Pasal 173

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berhenti” adalah yang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Usulan yang disampaikan DPRD Provinsi kepada
Presiden melalui Menteri merupakan calon Gubernur
yang diumumkan dalam rapat paripurna DPRD
Provinsi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Usulan yang disampaikan DPRD Kabupaten/Kota
kepada Menteri melalui Gubernur merupakan calon
Bupati/Walikota yang diumumkan dalam rapat
paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 174

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Partai Politik atau gabungan
Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua)
pasangan calon” adalah Partai Politik atau gabungan
Partai Politikpengusungyang masih memiliki kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan
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pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 52
Pasal 176

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gabungan Partai Politik
pengusung mengusulkan 2 (dua) orang” adalah calon
Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota
yang diusulkan gabungan Partai Politik berjumlah 2
(dua) orang calon.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 177A
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 178A

Cukup jelas.

Pasal 178B

Cukup jelas.

Pasal 178C

Cukup jelas.

Pasal 178D

Cukup jelas.

Pasal 178E

Cukup jelas.

Pasal 178F

Cukup jelas.

Pasal 178G

Cukup jelas.

Pasal 178H

Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 180

Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 182A

Cukup jelas.

-21-
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Pasal 182B

Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 185A

Cukup jelas.

Pasal 185B

Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 186A

Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 187A

Cukup jelas.

Pasal 187B

Cukup jelas.

Pasal 187C

Cukup jelas.

Pasal 187D

Cukup jelas.

Angka 60
Pasal 190A

Cukup jelas.

Angka 61
Pasal 193

Cukup jelas.

-292-
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Angka 62
Pasal 193A
Cukup jelas.

Pasal 193B
Cukup jelas.

Angka 63
Pasal 196
Dihapus.

Angka 64
Pasal 198A
Cukup jelas.

Angka 65
Pasal 200A
Cukup jelas.

Angka 66
Pasal 201

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
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Ayat (9)
Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat
Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang
yang sama/berbeda.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Angka 67
Pasal 205B
Cukup jelas.

Pasal 205C
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.



